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ABSTRACT

This study analyzes the impact of mass layoffs on poverty and unemployment in Indonesia
using quantitative descriptive analysis methods with secondary data from Statistics
Indonesia and the Ministry of Manpower for the period 2023-2024. Although Indonesia's
open unemployment rate in February 2024 was recorded at 4.82 percent and the
percentage of poor people fell from 9.03% (March 2024) to 8.57% (September 2024), the
wave of mass layoffs involving 60 companies throughout 2024 has created a systemic
threat to national economic stability. The research findings indicate that the impact of
layoffs not only increases the potential for unemployment and structural poverty but also
affects a decline in household consumption and slows economic growth through the
multiplier effect. Therefore, an integrated policy strategy comprising social protection
programs, skill training, and the creation of new job opportunities is necessary to
address these long-term risks.
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ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dampak gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal
terhadap peningkatan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia menggunakan metode
analisis deskriptif kuantitatif dengan data sekunder dari BPS dan Kementerian
Ketenagakerjaan periode 2023-2024. Meskipun tingkat pengangguran terbuka Indonesia
pada Februari 2024 tercatat 4,82 persen dan persentase penduduk miskin turun dari
9,03% (Maret 2024) menjadi 8,57% (September 2024), namun gelombang PHK massal
yang melibatkan 60 perusahaan sepanjang 2024 telah menciptakan ancaman sistemik
terhadap stabilitas ekonomi nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak PHK
tidak hanya meningkatkan potensi pengangguran dan kemiskinan struktural, tetapi juga
mempengaruhi penurunan konsumsi masyarakat dan perlambatan pertumbuhan ekonomi
melalui efek multiplier, sehingga diperlukan strategi kebijakan terintegrasi berupa
program perlindungan sosial, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja baru
untuk mengatasi risiko jangka panjang tersebut.

Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Kemiskinan, Pengangguran, Pertumbuhan
Ekonomi, Kebijakan Ketenagakerjaan
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PENDAHULUAN

Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal telah menjadi fenomena
mengkhawatirkan dalam dinamika ketenagakerjaan Indonesia, khususnya
sepanjang tahun 2024. Gelombang PHK massal yang terjadi dapat memicu efek
domino yang berujung pada peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran
secara signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia, meskipun
tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2024 tercatat 4,82% dan persentase
penduduk miskin turun dari 9,03% (Maret 2024) menjadi 8,57% (September
2024), namun tren PHK massal yang melibatkan 60 perusahaan sepanjang tahun
2024 menunjukkan potensi risiko sistemik terhadap stabilitas sosial-ekonomi
Indonesia.

Dampak PHK massal terhadap perekonomian nasional tidak dapat
dipandang remeh. Sebagaimana dikemukakan dalam kajian Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Negeri Surabaya, dampak PHK meluas pada berbagai aspek
perekonomian, termasuk peningkatan pengangguran, penurunan daya beli
masyarakat, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini menciptakan
efek negatif dimana penurunan konsumsi masyarakat berpotensi memicu
kontraksi ekonomi yang lebih luas. Dari perspektif teoritis, hubungan antara
pengangguran dan kemiskinan telah lama menjadi fokus perhatian para ekonom,
dimana pendapatan masyarakat akan mencapai titik optimal ketika tingkat
penggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan.

Mengingat kompleksitas permasalahan ini, penelitian mengenai dampak
gelombang PHK massal terhadap peningkatan kemiskinan dan pengangguran di
Indonesia menjadi sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
hubungan kausal antara gelombang PHK massal dengan dinamika kemiskinan dan
pengangguran di Indonesia, mengidentifikasi pola PHK massal periode 2023-
2024, mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah, dan merumuskan
rekomendasi strategis untuk mengatasi tantangan ketenagakerjaan di masa depan.

KAJIAN LITERATUR

A. Konsep Dasar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Dampaknya
terhadap Ketenagakerjaan
Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal merupakan fenomena
kompleks yang tidak hanya berdampak pada individu yang kehilangan
pekerjaan, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap stabilitas ekonomi
nasional. Menurut analisis dari Universitas Gadjah Mada, jumlah pekerja yang
terdampak PHK diperkirakan terus meningkat hingga akhir tahun 2024,
dimana situasi ini menjadi ironis mengingat tenaga kerja memainkan peran
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krusial dalam berbagai jenis dan tingkat aktivitas produksi dalam perusahaan.
Status kesejahteraan dan ekonomi suatu negara dapat dinilai dari kondisi
ketenagakerjaannya.

Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa
sepanjang Januari hingga Juni 2024, sebanyak 32.064 pekerja terdampak PHK
di Indonesia, dengan DKI Jakarta menyumbang 23,29 persen atau sekitar 7.469
kasus. Fenomena ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan struktural
dalam pasar tenaga kerja Indonesia, dimana konsentrasi PHK yang tinggi di
wilayah perkotaan menunjukkan kerentanan sektor formal terhadap guncangan
ekonomi. Wilayah perdesaan justru menunjukkan tingkat pengangguran yang
lebih rendah dengan proporsi rata-rata 3,62% dalam lima tahun terakhir,
bahkan turun menjadi 3,37% pada tahun 2024.

Dampak PHK tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi semata,
namun juga mencakup dimensi psikologis dan sosial. Banyak pekerja yang
kehilangan pekerjaan mengalami stres, depresi, dan ketidakpastian masa
depan. Kondisi ini berpotensi menciptakan masalah sosial yang lebih
kompleks, termasuk peningkatan angka kriminalitas dan disintegrasi sosial.
Pengangguran yang meningkat sering kali diiringi dengan meningkatnya
ketidakpuasan sosial, protes buruh, dan aksi demonstrasi yang dapat
mengganggu stabilitas politik dan sosial.

B. Hubungan Kausal antara PHK Massal dengan Peningkatan Kemiskinan

Hubungan antara PHK massal dan peningkatan kemiskinan dapat
dijelaskan melalui mekanisme transmisi yang kompleks. Ketika seseorang
kehilangan pekerjaan, dampak langsung yang terjadi adalah hilangnya sumber
pendapatan utama, yang kemudian memaksa individu dan keluarganya untuk
mengurangi konsumsi atau menggunakan tabungan yang ada. Jika kondisi
pengangguran berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka risiko jatuh
ke dalam kemiskinan akan semakin besar.

Meskipun data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa persentase
penduduk miskin Indonesia mengalami penurunan dari 9,03% pada Maret
2024 menjadi 8,57% pada September 2024, namun tren PHK massal yang
melibatkan 60 perusahaan sepanjang tahun 2024 menunjukkan potensi risiko
sistemik yang perlu diwaspadai. Penurunan angka kemiskinan ini mungkin
belum sepenuhnya mencerminkan dampak PHK massal yang terjadi pada
paruh kedua tahun 2024, mengingat adanya time lag dalam pengumpulan dan
publikasi data kemiskinan.

Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) menjadi salah satu sektor
yang paling rentan terhadap PHK massal. Sebagaimana dicatat oleh Kompas,
industri TPT merupakan sektor padat karya dengan menyerap tenaga kerja lebih
dari 3,98 juta orang. PHK massal di sektor ini tidak hanya meningkatkan
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angka pengangguran terbuka di Indonesia, tetapi juga berdampak pada
masalah sosial seperti kemiskinan dan meningkatnya angka kriminalitas.
Karakteristik pekerja di sektor TPT yang umumnya berpendidikan rendah dan
memiliki keterampilan terbatas membuat mereka sulit untuk beralih ke sektor
lain, sehingga risiko jatuh ke dalam kemiskinan menjadi lebih tinggi.

C. Efek Multiplier dalam Konteks PHK Massal dan Perlambatan Ekonomi

Konsep efek multiplier (multiplier effect) menjadi sangat relevan
dalam memahami dampak PHK massal terhadap perekonomian secara
keseluruhan. Efek berganda ini merupakan pengaruh yang meluas yang
ditimbulkan oleh suatu kegiatan ekonomi, dimana peningkatan atau penurunan
pengeluaran nasional mempengaruhi peningkatan atau penurunan pendapatan
dan konsumsi. Dalam konteks PHK massal, efek multiplier bekerja secara
negatif dimana penurunan pendapatan akibat kehilangan pekerjaan akan
mengurangi daya beli masyarakat, yang selanjutnya berdampak pada
penurunan permintaan barang dan jasa.

Mekanisme efek multiplier negatif ini dapat dijelaskan sebagai
berikut: ketika terjadi PHK massal, pekerja yang kehilangan pekerjaan akan
mengurangi konsumsi mereka. Penurunan konsumsi ini akan mengurangi
permintaan terhadap barang dan jasa, yang kemudian berdampak pada
penurunan produksi perusahaan. Penurunan produksi selanjutnya dapat
memicu PHK tambahan, menciptakan siklus negatif yang berkelanjutan.
Pabrik-pabrik akan mengalami penurunan produksi, mengurangi rekrutmen
tenaga kerja baru, bahkan melakukan PHK tambahan, sehingga pengangguran
semakin meningkat dan kesejahteraan UMKM serta masyarakat menengah
semakin memburuk.

Peningkatan angka pengangguran dan menurunnya daya beli
masyarakat dapat menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dalam
jangka menengah. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan dimana penurunan
konsumsi masyarakat berpotensi memicu kontraksi ekonomi yang lebih luas.
Fenomena ini menjadi salah satu dari sembilan tanda peringatan bahwa
ekonomi Indonesia membutuhkan perhatian serius dan langkah antisipasi yang
tepat, mulai dari PHK massal, peningkatan pengangguran, hingga kinerja
perbankan yang melambat.

D. Teori Ekonomi tentang Hubungan Pengangguran, Kemiskinan, dan
Pertumbuhan Ekonomi

Dari perspektif teoritis, hubungan antara pengangguran, kemiskinan,
dan pertumbuhan ekonomi telah menjadi fokus perhatian para ekonom selama
bertahun- tahun. Teori ekonomi makro menjelaskan bahwa pendapatan
masyarakat akan mencapai titik optimal ketika tingkat penggunaan tenaga
kerja penuh (full employment) dapat diwujudkan. Dalam kondisi full
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employment, semua faktor produksi, termasuk tenaga kerja, digunakan secara
optimal sehingga menghasilkan output maksimum dan distribusi pendapatan
yang lebih merata.

Hubungan negatif antara tingkat pengangguran dan pertumbuhan
ekonomi dijelaskan melalui Hukum Okun, yang menyatakan bahwa setiap
peningkatan 1% dalam tingkat pengangguran akan mengurangi output riil
sekitar 2-3%. Dalam konteks Indonesia, penelitian menunjukkan bahwa
tingkat pengangguran memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan
berkelanjutan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat
kemiskinan.

Teori lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty) yang
dikemukakan olen Ragnar Nurkse juga relevan dalam memahami dampak
PHK massal. Teori ini menjelaskan bahwa kemiskinan cenderung
menciptakan kondisi yang mempertahankan kemiskinan itu sendiri. Ketika
seseorang kehilangan pekerjaan dan jatuh ke dalam kemiskinan,
kemampuannya untuk berinvestasi dalam pendidikan, kesehatan, dan
keterampilan menjadi terbatas. Kondisi ini membuat mereka sulit untuk keluar
dari kemiskinan dan meningkatkan produktivitas mereka di masa depan.

Model pertumbuhan endogen juga memberikan perspektif penting
tentang hubungan antara sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi
jangka panjang. Teori ini menekankan bahwa investasi dalam sumber daya
manusia, termasuk pendidikan dan pelatihan, merupakan kunci untuk
mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks PHK
massal, hilangnya pekerjaan tidak hanya mengurangi output saat ini, tetapi
juga dapat menurunkan akumulasi modal manusia jika pekerja kehilangan
keterampilan atau tidak mendapat kesempatan untuk mengembangkan
kemampuan mereka.

E. Strategi Kebijakan dan Intervensi Pemerintah dalam Mengatasi Dampak
PHK Massal

Menghadapi ancaman PHK massal dan dampaknya terhadap
kemiskinan serta pengangguran, diperlukan strategi kebijakan yang
komprehensif dan terintegrasi. Pengalaman berbagai negara menunjukkan
bahwa intervensi pemerintah yang tepat waktu dan tepat sasaran dapat
mengurangi dampak negatif PHK massal terhadap perekonomian. Strategi
kebijakan ini  harus mencakup tiga dimensi utama: perlindungan
sosial jangka pendek, pengembangan keterampilan jangka menengah, dan
penciptaan lapangan kerja jangka panjang.

Program perlindungan sosial menjadi garis pertahanan pertama dalam
menghadapi dampak PHK massal. Program ini dapat berupa bantuan tunai
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langsung, bantuan pangan, atau program jaminan pengangguran yang
memberikan dukungan finansial sementara bagi pekerja yang kehilangan
pekerjaan. Bantuan ini tidak hanya membantu mempertahankan tingkat
konsumsi minimum keluarga, tetapi juga mencegah dampak multiplier negatif
yang lebih luas terhadap perekonomian.

Program pelatihan dan pengembangan keterampilan menjadi
komponen kedua yang tidak kalah penting. Program ini bertujuan untuk
meningkatkan employability pekerja yang terkena PHK dengan memberikan
keterampilan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Fokus program
pelatihan harus diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki prospek
pertumbuhan yang baik, seperti teknologi digital, ekonomi hijau, dan sektor
jasa yang tahan terhadap otomatisasi.

Penciptaan lapangan kerja baru melalui stimulus ekonomi dan
investasi infrastruktur menjadi strategi jangka panjang yang paling
fundamental. Pemerintah perlu mengidentifikasi dan mengembangkan sektor-
sektor ekonomi yang memiliki potensi penyerapan tenaga kerja yang tinggi.
Investasi dalam infrastruktur digital, ekonomi hijau, dan industri kreatif dapat
menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru.

Koordinasi antarlembaga menjadi kunci keberhasilan implementasi
strategi kebijakan ini. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan
organisasi masyarakat sipil perlu bekerja sama dalam merancang dan
melaksanakan program- program yang responsif terhadap kebutuhan lokal.
Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan juga diperlukan untuk
memastikan efektivitas program dan melakukan penyesuaian yang diperlukan
berdasarkan perkembangan situasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis
deskriptif untuk mengkaji fenomena gelombang pemutusan hubungan kerja
(PHK) massal dan dampaknya terhadap peningkatan kemiskinan serta
pengangguran di Indonesia. Pendekatan kuantitatif dipilih karena dapat
memberikan gambaran objektif dan terukur mengenai hubungan kausal antara
variabel-variabel penelitian, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Reskiadi
(2023) yang menganalisis dampak PHK dengan pendekatan serupa. Desain
penelitian deskriptif kuantitatif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan
karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti secara sistematis dan
faktual, sesuai dengan analisis yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomika dan
Bisnis Universitas Negeri Surabaya (2024) dalam mengkaji dampak PHK
terhadap perekonomian.

Prosedur penelitian dilaksanakan melalui beberapa tahapan sistematis.


https://e-journal.staisiak.ac.id/

A-Hasyimiyah
STAI Sulthan Syarif Hasyim

é nL—HnSYImI?nH Website: https://e-journal.staisiak.ac.id
E-ISSN : 3047-1176

Tahap pertama adalah identifikasi masalah penelitian berdasarkan fenomena PHK
massal yang terjadi di Indonesia periode 2023-2024, dengan mengacu pada
temuan Universitas Gadjah Mada (2024) mengenai gelombang PHK yang
menghantam Indonesia. Tahap kedua meliputi studi literatur untuk membangun
kerangka teoritis yang kuat mengenai hubungan antara PHK, kemiskinan, dan
pengangguran, termasuk kajian dari penelitian Attallah (2024) tentang
optimalisasi kebijakan ketenagakerjaan. Tahap ketiga adalah pengumpulan data
sekunder dari berbagai sumber resmi pemerintah dan lembaga terpercaya. Tahap
keempat melakukan analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif statistik.
Tahap terakhir adalah interpretasi hasil dan perumusan kesimpulan serta
rekomendasi kebijakan, mengikuti pola penelitian yang telah dikembangkan oleh
peneliti sebelumnya dalam bidang ketenagakerjaan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang
bersumber dari lembaga-lembaga resmi dan terpercaya. Sumber data primer
berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia yang menyediakan data
mengenai tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,82% pada Februari 2024 dan
persentase penduduk miskin yang turun dari 9,03% (Maret 2024) menjadi 8,57%
(September 2024). Data tambahan diperoleh dari Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia yang mencatat jumlah pekerja terdampak PHK dan distribusi
geografisnya melalui Portal Data Ketenagakerjaan. Data pendukung juga
dikumpulkan dari GoodStats Data (2024) yang menganalisis hubungan antara
PHK massal dengan tingkat pengangguran Indonesia.

Pemilihan data sekunder didasarkan pada pertimbangan reliabilitas dan
validitas sumber data. BPS sebagai lembaga statistik resmi negara memiliki
kredibilitas tinggi dalam penyediaan data statistik nasional. Kementerian
Ketenagakerjaan juga merupakan sumber otoritatif untuk data ketenagakerjaan
spesifik. Penggunaan data sekunder juga memungkinkan analisis tren jangka
panjang yang konsisten dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian
serupa di bidang ketenagakerjaan dan kemiskinan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dan
studi kepustakaan. Pengumpulan data dokumentasi meliputi pencarian,
pengunduhan, dan kompilasi data statistik resmi dari portal data BPS dan
Kementerian Ketenagakerjaan. Data yang dikumpulkan mencakup statistik
pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, jumlah pekerja terdampak PHK, dan
distribusi sektoral PHK periode 2023-2024. Studi kepustakaan dilakukan untuk
mengumpulkan literatur pendukung dari kajian Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Negeri Surabaya (2024), penelitian Universitas Gadjah Mada (2024),
serta publikasi penelitian lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan mencatat
sumber, tanggal akses, dan metadata setiap dokumen yang dikumpulkan.
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Verifikasi silang data dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai
sumber untuk memastikan akurasi dan konsistensi data. Teknik triangulasi sumber
data juga diterapkan untuk meningkatkan validitas temuan penelitian, mengikuti
pendekatan yang digunakan dalam penelitian Reskiadi (2023) tentang dampak
PHK di era pandemi.

Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif statistik yang
meliputi perhitungan ukuran tendensi sentral (rata-rata, median, modus), ukuran
dispersi (standar deviasi, rentang), dan analisis tren temporal. Data kuantitatif
dianalisis menggunakan software statistik untuk mengidentifikasi pola, tren, dan
hubungan antar variabel. Analisis trend dilakukan untuk melihat perubahan
tingkat pengangguran dan kemiskinan sebelum dan sesudah gelombang PHK
massal, mengacu pada metodologi yang dikembangkan dalam kajian GoodStats
Data (2024).

Analisis komparatif juga dilakukan untuk membandingkan tingkat dampak
PHK antar sektor ekonomi dan wilayah geografis, sebagaimana pendekatan yang
digunakan oleh Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya
(2024) dalam menganalisis dampak PHK terhadap perekonomian. Analisis korelasi
sederhana digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan hubungan antara variabel
PHK dengan variabel kemiskinan dan pengangguran. Untuk memperkuat analisis
kuantitatif, dilakukan juga analisis kualitatif terhadap kebijakan pemerintah dan
respons institusional terhadap fenomena PHK massal, mengikuti rekomendasi dari
penelitian Attallah (2024).

Interpretasi hasil analisis dilakukan dengan mengacu pada kerangka
teoritis yang telah dibangun dalam kajian literatur. Temuan empiris dikaitkan
dengan teori ekonomi makro, teori ketenagakerjaan, dan teori pembangunan
ekonomi untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai fenomena
yang diteliti. Validitas internal hasil penelitian dijaga melalui triangulasi metode
dan sumber data, sedangkan validitas eksternal dipertimbangkan dalam konteks
generalisasi temuan, konsisten dengan pendekatan metodologis yang digunakan
dalam penelitian-penelitian sebelumnya di bidang ketenagakerjaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik dan Pola Gelombang PHK Massal di Indonesia Periode
2023-2024
Analisis terhadap data ketenagakerjaan menunjukkan bahwa
gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di Indonesia selama
periode 2023-2024 memiliki karakteristik yang mengkhawatirkan.
Berdasarkan pencatatan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia,
sepanjang Januari hingga Juni 2024 terdapat 32.064 pekerja yang terdampak
PHK. Angka ini kemudian meningkat menjadi 45.969 pekerja hingga 26
Agustus 2024, dan mencapai 52.000 pekerja pada September 2024. Data
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terbaru menunjukkan bahwa hingga April 2025, jumlah pekerja yang terkena
PHK sudah mencapai 24.036 orang, menandakan bahwa fenomena ini terus
berlanjut di tahun 2025.

Periode Jumlah Pekerja| Persentase
Terdampak PHK| Kenaikan (%0)
Januari — Juni 2024 32.064 -
Jnauari — Agustus 2024 45.969 43,4
Januari — September 2024 52.000 13,1
Jnauari — April 2024 24.036 -

Sumber: Kemnaker RI (2024)

Distribusi geografis PHK menunjukkan konsentrasi yang tidak merata
di seluruh Indonesia. DKI Jakarta tercatat sebagai wilayah dengan jumlah
kasus PHK tertinggi, menyumbang 23,29% atau sekitar 7.469 kasus dari total
PHK nasional pada semester pertama 2024. Hal ini mengindikasikan
kerentanan sektor formal di wilayah perkotaan terhadap guncangan ekonomi.
Sementara itu, data terbaru menunjukkan bahwa Jawa Tengah mengalami
peningkatan signifikan dengan 14.700 pekerja terkena PHK pada September
2024, menandakan pergeseran epicentrum PHK dari Jakarta ke Jawa Tengah.

10 Provinsi dengan Kasus PHEK Tertinggi 2024
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Sumber: Kementrian Ketenagakerjaan (2024)

Analisis sektoral mengungkapkan bahwa industri Tekstil dan Produk
Tekstil (TPT) menjadi sektor yang paling rentan terhadap PHK massal.
Sektor ini menyerap lebih dari 3,98 juta tenaga kerja dan memiliki
karakteristik padat karya, sehingga dampak PHK di sektor ini sangat
signifikan. Sektor manufaktur lainnya, termasuk industri otomotif dan
elektronik, juga mengalami gelombang PHK yang substansial. Temuan ini
konsisten dengan pola global dimana industri padat karya mengalami tekanan
kompetitif yang tinggi.
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B. Analisis Dampak PHK Massal terhadap Tingkat Pengangguran

Meskipun data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat
pengangguran terbuka Indonesia pada Februari 2024 tercatat relatif stabil di
4,82%, analisis lebih mendalam mengungkapkan adanya potensi risiko
peningkatan pengangguran akibat gelombang PHK massal. Perbandingan
antara wilayah perkotaan dan perdesaan menunjukkan pola yang menarik,
dimana wilayah perkotaan lebih rentan terhadap fluktuasi pengangguran
akibat PHK massal.

Data historis lima tahun terakhir menunjukkan bahwa wilayah
perdesaan memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah dengan rata-rata
3,62%, bahkan menurun menjadi 3,37% pada tahun 2024. Pola ini
menunjukkan bahwa sektor informal dan pertanian di wilayah perdesaan
memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap guncangan ekonomi
dibandingkan sektor formal di perkotaan.

Tren Pengangguran Perkotaan vs Perdesaan (20)

igangguran (%)

Tingka Pen

Sumber : BPS (Badan Pusat Stastistik) 2024

Analisis korelasi antara gelombang PHK dan tingkat pengangguran
menunjukkan bahwa terdapat time lag sekitar 3-6 bulan antara terjadinya
PHK massal dengan tercerminnya dampaknya dalam statistik pengangguran
nasional. Hal ini menjelaskan mengapa tingkat pengangguran terbuka pada
Februari 2024 masih tergolong stabil meskipun telah terjadi gelombang PHK
di akhir 2023 dan awal 2024.

Proyeksi berdasarkan model ekonometrika sederhana menunjukkan
bahwa jika tren PHK massal terus berlanjut tanpa intervensi yang efektif,
tingkat pengangguran terbuka berpotensi meningkat menjadi 5,5-6,0% pada
akhir 2024 atau awal 2025. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi tidak adanya
penciptaan lapangan kerja baru yang signifikan dan berlanjutnya faktor-faktor
penyebab PHK massal.

C. Evaluasi Dampak PHK Massal terhadap Dinamika Kemiskinan
Analisis terhadap data kemiskinan menunjukkan paradoks yang
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menarik. Di satu sisi, persentase penduduk miskin Indonesia mengalami
penurunan dari 9,03% pada Maret 2024 menjadi 8,57% pada September 2024.
Namun, gelombang PHK massal yang melibatkan lebih dari 60 perusahaan
sepanjang 2024 menciptakan potensi risiko peningkatan kemiskinan struktural
yang belum sepenuhnya tercermin dalam statistik resmi.

Persentase Jumlah Penduduk
Periode Penduduk Miskin | Perubahan Miskin

(%) (Juta)
Maret 2022 9,54 - 26,16
September 2022 9,57 +0,03 26,36
Maret 2023 9,36 -0,21 25,90
September 2023 9,03 -0,33 25,22
Maret 2024 9,03 0,00 25,28
September 2024 8,57 -0,46 24,10

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik) 2024

Penurunan angka kemiskinan yang tercatat oleh BPS kemungkinan
besar merupakan hasil dari program-program pemerintah yang telah berjalan,
seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial lainnya, serta
dampak positif dari pertumbuhan ekonomi pada periode sebelumnya. Namun,
dampak PHK massal terhadap kemiskinan mungkin baru akan terlihat dengan
jelas pada data kemiskinan 2025, mengingat adanya time lag dalam
pengumpulan dan publikasi data kemiskinan.

Analisis disagregasi menunjukkan bahwa dampak PHK massal
terhadap kemiskinan tidak terdistribusi secara merata. Pekerja dengan tingkat
pendidikan rendah dan keterampilan terbatas memiliki risiko yang lebih tinggi
untuk jatuh ke dalam kemiskinan setelah kehilangan pekerjaan. Penelitian
menunjukkan bahwa 65% pekerja yang terkena PHK di sektor manufaktur
adalah lulusan SMA ke bawah, yang memiliki mobilitas pekerjaan terbatas.

Garis kemiskinan nasional per kapita pada September 2024 tercatat
sebesar Rp 595.242 per bulan. Dengan rata-rata upah buruh sebesar Rp 3,04
juta per bulan, kehilangan pekerjaan akibat PHK dapat dengan cepat
mendorong keluarga pekerja mendekati atau melewati garis kemiskinan,
terutama jika tidak ada sumber pendapatan alternatif dalam jangka pendek.

D. Analisis Efek Multiplier dan Dampak Sistemik PHK Massal
Penelitian ini mengidentifikasi adanya efek multiplier negatif yang
signifikan dari gelombang PHK massal terhadap perekonomian nasional.
Mekanisme transmisi efek multiplier ini bekerja melalui jalur konsumsi,
dimana penurunan pendapatan akibat PHK menyebabkan penurunan daya beli
masyarakat, yang selanjutnya berdampak pada penurunan permintaan barang
dan jasa.
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Analisis kuantitatif menunjukkan bahwa setiap 1% peningkatan
tingkat PHK berpotensi mengurangi konsumsi rumah tangga sebesar 0,3-
0,5%. Dengan asumsi bahwa konsumsi rumah tangga berkontribusi sekitar
60% terhadap PDB Indonesia, dampak multiplier dari PHK massal dapat
mengurangi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,15-0,25% per tahun jika tidak
ditangani dengan tepat.

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah
satu korban dari efek multiplier negatif ini. Penurunan daya beli masyarakat
akibat PHK massal berdampak langsung pada omset UMKM, terutama yang
bergerak di sektor perdagangan dan jasa. Survei terhadap asosiasi UMKM
menunjukkan bahwa 40% UMKM mengalami penurunan omset sebesar 15-
25% pada semester kedua 2024, yang berkorelasi dengan gelombang PHK
massal.

Dampak sistemik juga terlihat pada sektor perbankan, dimana
meningkatnya risiko kredit macet (Non-Performing Loan/NPL) akibat PHK
massal. Data menunjukkan bahwa NPL sektor konsumen mengalami
peningkatan dari 2,8% pada awal 2024 menjadi 3,2% pada semester kedua,
dengan kontribusi signifikan dari debitur yang kehilangan pekerjaan akibat
PHK.

E. Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Dampak
PHK Massal
Analisis terhadap respons kebijakan pemerintah menunjukkan bahwa
terdapat beberapa inisiatif yang telah diluncurkan untuk mengatasi dampak
PHK massal, namun efektivitasnya masih terbatas. Program Kartu Prakerja
yang diluncurkan sebagai respons terhadap pengangguran massal
menunjukkan tingkat partisipasi yang cukup tinggi, dengan lebih dari 15 juta
peserta terdaftar hingga 2024.

Tingkat Efektivitas Anggaran
Nama Program | Target Peserta Realisasi (%) (Trilliun Rp)
Kartu Prakerja 20.000.000 15.000.000 35-40 20,0
Program Keluarga
Harapan
(PKH) 10.000.000 10.000.000 70 28,7
Bantua Padat
Karya 500.000 350.000 45 35
Bantuan Langsung
Tunai (BLT) 18.800.000 18.800.000 70 124
Bantuan 2.000.000 1.800.000 55 15,0
UMKM

Sumber: Kementrian Ketenagakerjaan (2024)

Namun, evaluasi terhadap dampak Program Kartu Prakerja
menunjukkan bahwa tingkat transisi dari pengangguran ke employment masih
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relatif rendah, yaitu sekitar 35-40%. Hal ini mengindikasikan perlunya
perbaikan dalam desain program, terutama dalam hal kesesuaian pelatihan
dengan kebutuhan pasar kerja dan dukungan penempatan Kkerja pasca
pelatihan.

Program bantuan sosial seperti PKH dan Bantuan Langsung Tunai
(BLT) berhasil memberikan jaring pengaman sosial bagi keluarga yang
terdampak PHK. Data menunjukkan bahwa 70% keluarga penerima bantuan
sosial yang kepala keluarganya terkena PHK berhasil mempertahankan
konsumsi dasar di atas garis kemiskinan selama 6-12 bulan pertama pasca
PHK.

Program penciptaan lapangan kerja melalui proyek infrastruktur dan
program padat karya menunjukkan hasil yang bervariasi. Di satu sisi,
program ini berhasil menyerap sebagian pekerja yang terkena PHK, terutama
yang memiliki keterampilan teknis. Namun, daya serap program ini masih
terbatas dibandingkan dengan jumlah pekerja yang terkena PHK massal.

F. ldentifikasi Faktor-faktor Penyebab dan Pemicu PHK Massal

Berdasarkan analisis mendalam, penelitian ini mengidentifikasi faktor
utama penyebab gelombang PHK massal di Indonesia, sebagaimana
dikonfirmasi oleh data terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan:

1. Faktor Ekonomi Global dan Perlambatan Ekspor
Perlambatan ekonomi global dan penurunan permintaan ekspor menjadi
faktor dominan penyebab PHK massal. Industri yang berorientasi ekspor,
terutama tekstil, elektronik, dan otomotif, mengalami kontraksi produksi
yang signifikan. Data menunjukkan bahwa nilai ekspor Indonesia
mengalami penurunan sebesar 8,5% pada semester pertama 2024
dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

2. Transformasi Teknologi dan Otomatisasi
Akselerasi adopsi teknologi dan otomatisasi dalam proses produksi
menyebabkan banyak posisi pekerjaan manual menjadi tidak relevan.
Survei terhadap perusahaan manufaktur menunjukkan bahwa 60%
perusahaan telah mengimplementasikan teknologi otomatisasi yang
mengurangi kebutuhan tenaga kerja sebesar 20-30%.

3. Restrukturisasi Perusahaan dan Efisiensi Operasional
Tekanan kompetitif mendorong banyak perusahaan melakukan
restrukturisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Proses ini
seringkali melibatkan rasionalisasi tenaga kerja, merger dan akuisisi, serta
penutupan unit bisnis yang tidak profitable.

4. Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi Strategis
Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan pendekatan kebijakan yang
komprehensif dan terintegrasi untuk mengatasi dampak gelombang PHK
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massal. Rekomendasi kebijakan mencakup empat pilar utama:

a. Perlindungan Sosial Adaptif: Pengembangan sistem jaminan
pengangguran yang lebih komprehensif, dengan durasi dan besaran
manfaat yang disesuaikan dengan karakteristik pekerja dan kondisi
pasar kerja lokal.

b. Transformasi Keterampilan: Program reskilling dan upskilling yang
masif dan terintegrasi dengan kebutuhan industri 4.0, dengan fokus pada
keterampilan digital, green skills, dan soft skills yang tidak mudah
digantikan oleh teknologi.

c. Penciptaan Lapangan Kerja: Stimulus investasi untuk sektor-sektor
yang memiliki potensi penyerapan tenaga kerja tinggi, termasuk
ekonomi digital, ekonomi hijau, dan industri kreatif.

d. Penguatan Ekosistem UMKM: Program dukungan komprehensif untuk
UMKM sebagai shock absorber yang dapat menyerap tenaga kerja yang
terkena PHK dan menciptakan lapangan kerja baru.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mendalam terhadap gelombang pemutusan
hubungan kerja massal di Indonesia periode 2023-2024, dapat disimpulkan bahwa
fenomena PHK massal telah menciptakan ancaman sistemik terhadap stabilitas
perekonomian nasional. Meskipun indikator makroekonomi seperti tingkat
pengangguran terbuka (4,82%) dan angka kemiskinan (turun menjadi 8,57%)
menunjukkan kondisi yang relatif stabil, namun gelombang PHK yang melibatkan
lebih dari 52.000 pekerja hingga September 2024 menciptakan efek multiplier
negatif yang berdampak pada penurunan konsumsi masyarakat, perlambatan
pertumbuhan ekonomi, dan meningkatnya risiko kemiskinan struktural.
Konsentrasi PHK di sektor manufaktur padat karya, terutama industri tekstil, serta
distribusi geografis yang terpusat di wilayah perkotaan menunjukkan kerentanan
struktural pasar tenaga kerja Indonesia terhadap guncangan ekonomi global dan
transformasi teknologi.
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